ANAK ADALAH AMANAH, MUTIARA, DAN HARAPAN
YANG HARUS DIRAWAT DENGAN BAIK

Anak adalah amanah, mutiara dan harapan yang harus dirawat,
dipelihara, dan dididik dengan baik.
Dalam setiap rumah tangga, kehadiran anak merupakan:
a. Amanah dari Allah Sang Pencipta.
b. Mutiara dan buah hati bagi kedua orang tuanya.
c. Harapan bagi masa depan orang tuanya.

1. Anak : Amanah, Mutiara dan Harapan Yang Harus Dirawat
Dengan Baik

Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh,
memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri
sendiri (Pasal 1 huruf g KHI). Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT
yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus
cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi

bangsa dan negara pada masa depan.
Agar setiap anak kelak mampu
memikul tanggung jowab tersebut,
maka ia perlu mendapat kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh
dan berkembang secara optimal, baik
fisik, mental maupun sosial, dan
berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya
perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan



jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan (Pasal1ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak). Perlindungan anak

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak).

Kewajiban memberi perlindungan anak telah diperintahkan Allah SWT,

antara lain, dalam Surat Al-Nisa’ ayat (9) yang mengamanatkan:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar”.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU
Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak).

Rasulullah SAW mengingatkan bahwa:

“"Muliakanlah putra-putrimu dan didiklah mereka dengan akhlak yang
baik”. (HR. lbnu Majah).

Tatanan syariah Islam memiliki misi (maqashid) untuk memberi
perlindungan anak seutuhnya yang meliputi 3 (tiga) aspek kehidupan anak,

yaitu aspek nasal, aspek nasab, dan aspek nasib anak.



Perlindungan nasal (keturunan atau aliran darah) anak dimaksudkan
agar dalam diri anak mengalir darah yang sehat dan kuat serta
berkualitas. Agama -«-lIslam mengajarkan agar umat manusia memiliki
keturunan yang sehat, kuat dan berkualitas baik jasmani maupun
rokhani.
Keturunan yang sehat, kuat, dan berkualitas hanya dimungkinkan jika
antara ayah dan ibu yang melahirkannya tidak ada hubungan darah
yang dekat sampai derajat tertentu serta tidak ada hubungan
persesusuan. Hubungan darah yang dekat sampai derajat tertentu dan
hubungan sepersusuan dapat mengakibatkan keturunan yang
kurang sehat, lemah, cacat, dan tidak berkualitas.
Dalam syariah Islam, hubungan darah yang dekat sampai derajat
? tertentu dan hubungan sepersusuan ini dikatagorikan sebagai
o larangan perkawinan . Syariah Islam melarang
\ perkawinan antara calon suami istri yang ada hubungan
mahram. Larangan ini mengandung hikmah menghindari
kemungkinan lahirnya anak yang cacat atau tidak sehat.
Untuk itu, maka Islam memberikan tuntunan, antara lain,
sebagai berikut:
1) Pilinlah pasangan yang tidak memiliki hubungan darah atau
sepersusuan.
Yakni pasangan yang hubungan darahnya telah jouh atau tidak
terlalu dekat sampai batas tertentu sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak memiliki hubungan
sepersusuan (QS Al-Nisa’ ayat (23), Pasal 39 s.d 44 KHI). Hal ini untuk
menghidari keturunan yang lemah atau cacat. Dalam hal ini Khalifah

Umar Ibn Khattab mengingatkan:

“Kalian ini sudah lemah-lemah, nikahlah kalian dengan pasangan
yang sudah jauh hubungan darahnya”.
2) Pilihlah pasangan yang sehat jasmani dan rokhani.

3) Pilihlah pasangan yang seiman dan taat beragama.



4) Pilinlah pasangan yang telah matang jiwa raganya dan siap memikul
kewajiban dalam rumah tangga.
5) Hindarilah perkawinan dini atau di bawah umur.

Perlindungan nasab dimaksudakan agar anak dilahirkan dalam atau
akibat perkawinan yang sah sehingga anak memiliki hubungan nasab
yang sah dengan ayahnya. Hubungan nasab merupakan hubungan
hukum antara anak dengan ayahnya berdasarkan asas legalitas.
Perlindungan nasab atau hubungan keluarga dimaksudkan agar anak
memiliki hubungan nasab atau keluarga yang sah antara anak dengan
ayahnya. Anak akan memiliki nasab atau hubungan keluarga yang sah
dengan ayahnya manakala ia dilahirkan dalam atau akibat dari
perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di
luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (Pasal 99 KHI). Untuk itu
harus dihindari anak yang lahir di luar nikah atau sebelum nikah. Hukum
Islam melarang perbuatan zina. Larangan ini mengandung hikmah,
antara lain, untuk menghindari lahirnya anak yang tidak mempunyai
nasab yang sah terhadap ayahnya serta menjaga

nama baik anak agar terhindar dari cemoohan

masyarakat.

Perlindungan nasib atau masa depan anak

dimaksudkan agar masa depan anak terjamin

karena ada orang tua yang bertanggung jawab

atas nasib dan masa depan anak.

Perlindungan nasib anak berkaiatan dengan pemeliharaan anak.
Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh,
memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri
sendiri (Pasal 1 huruf g KHI). Untuk itu, hukum Islam mewaijibkan orang
tua untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik



mengendadi pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan
pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat (3) KHI).

Demi melindungi nasib anak, maka Pasal 45 UU Perkawinan menetapkan
bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Untuk itu, Pasal 41 UU Perkawinan menetapkan bahwa apabila
perkawinan bapak dan ibunya putus, maka baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Bapak

yang bertanggung-jawab atas semua biaya

pemeliharaan dan  pendidikan  yang
diperlukan anak itu; bilamana bapak
dalam kenyataan tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul
biaya tersebut.
Hukum positif di Indonesia, dan juga
hukum Islam, sangat memperhatikan
perlindungan anak dengan perlindungan yang
komprehensif, benar, dan tepat sehingga tidak ada celah untuk
menelantarkan anak.

2. Perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan

Dari ketentuan Pasal 100 KHI ini kita temukan beberapa mutiara hukum,
antara lain, sebagai berikut:
1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab merupakan
hubungan yang berkaitan dengan status hukum sebagai anak yang sah.



2)

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab syar’i
(hubungan status hukum sebagai anak yang sah) dengan ayahnya.
Tidak adanya hubungan nasab syari ini menimbulkan akibat hukum
bahwa jika anak tersebut lahir perempuan, maka sang ayah tidak sah
untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anaknya yang lahir di luar
perkawinan.
Namun demikian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut tetap
memiliki hubungan nasal (hubungan darah) dengan ayahnya. Hal ini
karena memang darah yang mengalir dalam badan jasmani anak
tersebut adalah darah dari ayahnya.
Adanya hubungan darah antara ayah dengan anak ini menimbulkan 2
(dua) akibat hukum, yaitu:
a) Adanya hubungan mahram.
Yakni larangan perkawinan antara ayah dengan anaknya karena
adanya hubungan darah. Sehingga jika seandainya anak yang lahir
tersebut adalah perempuan, maka ayah tidak boleh menikah dengan
anaknya tersebut karena ada hubungan darah.
b) Adanya kewajiban ayah melindungi anaknya.
Adanya hubungan darah menjadi dasar adanya kewajiban ayah
memberi perlindungan kepada anaknya berdasarkan asas tanggung
jowab. Amanat ini ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak dan perintah Allah dalam Surat Al-
Nisa’ ayat (9). Kewajiban ini didasarkan asas tanggung jawab karena
anak tersebut lahir akibat dari perbuatan ayahnya yang melakukan

hubungan badan dengan ibunya anak tersebut.




Meskipun anak tersebut lahir di luar nikah namun
tidak mengurangi tanggung jawab ayah w\
untuk memberi perlindungan bagi &
anaknya sebagaimana anak yang .
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sah karena kebutuhan anak yang sah

dengan anak yang tidak sah adalah
sama.

4) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan nasab dengan ibunya
(Pasal 100 KHI).
Hubungan nasab merupakan hubungan anak dengan
ayahnya berdasarkan asas legalitas. Oleh sebab anak lahir di luar
perkawinan, maka anak tidak memiliki hubungan nasab dengan
ayahnya berdasarkan asas legalitas. Oleh sebab itu jika si anak tersebut
menikah, maka sang ayah tidak dapat (tidak sah) menjadi wali nikah
bagi anak perempuannya yang lahir di luar nikah. Namun demikian sang
ayah masih tetap berkewajiban menyelenggarakan walimatu nikah
(pesta perkawinan) jika anaknya menikah.

5) Ayah tetap berkewajiban menanggung nasib atau masa depan
anaknya.

Meskipun anak itu lahir di luar nikah, namun berdasarkan asas tanggung
jowab maka ayah tetap berkewajiban menanggung masa depan

(nasib) anaknya. Anak lahir di luar nikah bukan

atas kehendak anak itu sendiri. Anak

tidak bersalah. Oleh karena itu anak

tersebut harus dilindungi. Hal ini
sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat
(1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dan perintah Allah
dalom Surat Al-Nisa’ ayat (9).
Kemudian Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 a hari Senin, tanggal 13
Februari 2012 menetapkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyadi hubungan perdata dengan ibunya dan



keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan iimu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian maka
ayah tetap berkewajiban menanggung nasib atau masa depan

anaknya.



